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Abstract. The early-stage legal awareness village program is an effort to enhance public legal awareness, particularly in Simpang Naneng Village, Karusen Janang District, East Barito Regency. This program aims to build community understanding of laws and citizens' rights to create an orderly and law-abiding environment. The methods used include legal socialization, group discussions, and practical training. The program's results indicate increased legal awareness and active participation in daily legal compliance. This initiative is expected to serve as a community empowerment model supporting sustainable and equitable village development.
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Abstrak. Kegiatan bina desa sadar hukum sejak dini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur. Program ini bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan hak-hak warga negara agar dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan taat hukum. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, diskusi kelompok, serta pelatihan praktis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi aktif dalam penerapan hukum di kehidupan sehari-hari. Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Bina Desa, Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, Pembangunan Desa.
PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (RechtStaat), dimana hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku, dimana hukum harus selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hukum dipandang sebagai salah satu aspek yang penting didalam masyarakat dengan tujuan untuk merealisasikan terbentuknya suatu masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Peranan hukum diharapkan lebih dominan karena hukum merupakan peraturan yang bersifat perintah, mengikat dan disertai sanksi bagi mereka yang melanggar dan bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Sikap masyarakat yang sadar akan hukum sangat dibutuhkan guna mencapai ketentraman, ketertiban, kepastian dan menegakkan supremasi hukum. Masyarakat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum selalu melekat dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur dan menjaga ketertiban, namun terkadang masyarakat tidak memahami hakikat hukum dan pentingnya menaati hukum.  Tidak sedikit warga masyarakat yang mengidentikkan hukum dengan petugas atau apparat yang berwajib, karena aspek hukum yang paling dekat dengan masyarakat tidak lain adalah penegak hukum, salah satunya polisi sebagai petugas atau aparat penegak hukum, namun dalam memahami hukum tidak cukup dilihat dari aspek penegak hukumnya saja, melainkan masyarakat harus mengetahui hakikat, tujuan, nilai-nilai, produk-produk hukum dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.Pada kenyataannya, penyimpangan hukum di masyarakat masih marak terjadi, mulai dari pelanggaran terhadap aturan hukum, hingga kejahatan yang sifatnya merugikan dan mengancam ketenteraman masyarakat belum sepenuhnya dapat dicegah dan diatasi. Terciptanya sebuah aturan hukum ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Permasalahan masyarakat Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Terciptanya sebuah aturan hukum ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kabupaten Barito Timur terdiri dari 104 Desa, 10 Kecamatan, dan 3 Kelurahan. Simpang Naneng adalah salah satu desa di Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Desa Simpang Naneng pada awalnya merupakan suatu jalur jalan perusahaan yang berada di Desa Naneng. Menurut masyarakat setempat “Naneng” merupakan bahasa suku Dayak Ma’anyan yang artinya “Lebah”, dimana Desa Naneng tersebut merupakan desa yang terdapat banyak lebah pada masanya. Desa Simpang Naneng memiliki luas wilayah 20.000 km2/ha. Batas administrasi Desa Simpang Naneng meliputi bagian:
· Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Kandri 

· Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Dayu 

· Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Lagan 

· Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Balawa
Desa Simpang Naneng adalah salah satu desa di Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut KEMENDAGRI Desa Simpang Naneng mempunyai kode wilayah 63.13.10.2006, dengan nomor kode pos 73650. Desa Simpang Naneng memiliki empat Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 . Saat ini Desa Simpang Naneng dipimpin oleh Kepala Desa bernama Bapak Sanding. 
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Gambar 1 Peta Desa Simpang Naneng
Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Simpang Naneng
	KETERANGAN
	JUMLAH

	Jumlah Kepala Keluarga
	199 KK

	Jumlah Laki-Laki
	401

	Jumlah Perempuan
	366

	TOTAL JUMLAH PENDUDUK
	767orang


Berdasarkan data yang didapat dari Kepala Desa Simpang Naneng bahwa menghadapi beragam permasalahan hukum yang saling terkait pada kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Desa Simpang Naneng seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Kasus perdata meliputi sengketa tanah dan perkawinan usia anak, sedangkan kasus pidana yang umum terjadi adalah pencurian . Kasus sengketa tanah di Desa Simpang Naneng salah satunya yaitu penyerobotan tanah. Berdasarkan hukum perdata didalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang di rugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut, dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.  Kasus penyerobotan tanah yang terjadi, dilakukan oleh sesama masyarakat dan ada juga penyerobotan tanah yang dilakukan oleh perusahaan dengan tanah masyarakat di Desa Simpang Naneng. Kasus lain yang terjadi di Desa Simpang Naneng yaitu perkawinan usia anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur bahwa batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Dampak negatif dari perkawinan usia anak tidak hanya melanggar hak-hak anak termasuk juga kesehatan reproduksi, pendidikan, dan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kasus yang sering terjadi di Desa Simpang Naneng yaitu kasus pencurian. Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana mengatur bahwa siapapun yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, maka ia dihukum karena pencurian. Hukumannya adalah penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp.900.000,00. Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas maka penulis melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum serta menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil dan sejahtera. Kegiatan ini akan berlangsung dan akan bekerja sama dengan pihak instansi Kepolisian Barito Timur di Jalan Ahmad Yani Km. 06 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Maka dari itu dengan diadakannya sosialisasi kesadaran hukum di Desa Simpang Naneng, diharapkan masyarakat akan lebih mampu melindungi hak-hak mereka, meningkatkan kesadaran hukum serta menyelesaikan konflik secara dama
METODE PENELITIAN

Jenis Kegiatan (Sosialisasi)

Masyarakat Desa Simpang Naneng mempunyai beberapa permasalahan hukum seperti kasus sengekata tanah, perkawinan usia anak, dan pencurian yang berulang. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, maka penulis akan melakukan kegiatan Bina Desa Sadar Hukum Sejak Dini melalui kegiatan sosialisasi di Desa Simpang Naneng. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, serta menciptakan masyarakat yang sadar hukum, taat hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Sasaran Kegiatan

1.
Bagi Masyarakat, untuk membantu dan mendorong masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan umum masyarakat tentang hukum dan kesadaran hukum dalam mentaati aturan dan norma yang sedang berlaku.

2.
Bagi Pelajar, untuk membekali pelajar dengan pemahaman tentang hukum, agar dapat melindungi diri dari berbagai bentuk pelanggaran hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Sehingga pelajar mengerti konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. 

Teknik Pelaksanaan

Teknik pelaksanaan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran hukum di Desa Simpang Naneng melalui sosialisasi sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang pernah atau sedang terjadi di Desa Simpang Naneng: 

1. Pemaparan Materi Sosialisasi

Metode pemaparan materi ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep penting yang harus dimengerti oleh peserta atau masyarakat Desa Simpang Naneng dan siswa/siswi SMA Negeri 1 Karusen Janang. Penyampaian materi ini dilakukan secara lisan atau secara langsung kepada para audiens yang ikut serta dan antusias didalam kegiatan sosialisasi tersebut. 

2. Tanya Jawab

Metode ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran membantu audiens memahami kesadaran hukum sejak dini baik dari permasalahan dari perspektif perdata (sengketa tanah dan perkawinan usia anak) maupun masalah hukum dalam perspektif pidana (pencurian). Dalam hal ini membuka diskusi dua arah yang menciptakan ruang bagi audiens untuk bertanya, berbagi pengalaman, serta mencari bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahn hukum yang terjadi di Desa Simpang Naneng dan SMA Negeri 1 Karusen janang;

3. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan dalam proyek ini adalah menggunakan metodologi yuridis empiris. Metodologi yuridis empiris adalah suatu metodologi hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dengan kata lain yaitu suatu metode yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta. Dengan pendekatan kualitatif, pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati.  Pendekatan Kualitatif menekankan pada makna dan keterikatan nilai.Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, persepsi. Tujuan lain dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Peningkatan Kesadaran Hukum di Desa Simpang Naneng

a. Luaran: Melakukan Sosialisasi sadar hukum;

b. Urgensi: Masyarakat Desa Simpang Naneng mempunyai beberapa permasalahan hukum seperti kasus sengketa tanah, perkawinan usia anak, dan pencurian yang berulang;

c. Tujuan: Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, serta menciptakan masyarakat yang sadar hukum, taat hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;

d. Narasumber: Dalam kegiatan sosialisasi ini yang berperan sebagai narasumber yaitu mahasiswa yang melakukan kegiatan ini serta pihak Kepolisian Resor Barito Timur;

e. Hasil: Hasil dari kegiatan sosialisasi yaitu meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum di Desa Simpang Naneng. Hal ini dapat dilihat dari koesioner yang disebarkan oleh mahasiswa fakultas hukum.

Program Peningkatan Literasi di Desa Simpang Naneng

a.
Luaran: Pembuatan buku modul;

b.
Urgensi: Kurangnya referensi buku di perpustakaan Desa Simpang Naneng mengenai kesadaran hukum;

c.
Tujuan: Menambah referensi buku di perpustakaan Desa Simpang Naneng;

d.
Sistematika Penulisan Buku

a)
BAB I: Dalam bab ini akan membahas tentang konsep Dasar Hukum yang akan membahas tentang pengertian hukum, fungsi dan tujuan hukum;

b)
BAB II: Dalam bab ini akan membahas tentang definisi kesadaran hukum, teori kesadaran hukum, dan faktor-faktor kesadaran hukum;

c)
BAB III: Dalam bab ini akan membahas perkawinan usia anak, dampak dari perkawinan usia anak, dan pencegahan perkawinan usia anak;

d)
BAB IV: Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian sengketa tanah, faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah, dan contoh kasus serta penyelesainnya;

e)
BAB V: Dalam bab ini akan membahas tentang defenisi tindak pidana pencurian dan klasifikasinya, faktor penyebab dan dampak dari pencurian, dan strategi pencegahan pencurian;

f)
BAB VI: Dalam bab ini akan membahas peran masyarakat dalam memperkuat penegakan dan kesadaran hukum. 

e.) Hasil Buku
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Gambar 2 Hasil Buku Modul
Program Edukasi Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Media Sosial

a.
Luaran: Pembuatan Video Edukasi; 

b.
Urgensi: Dengan menggunakan video yang dilengkapi dengan animasi yang menarik tentang kesadaran hukum, sehingga dapat mengukur tingkat keterlibatan masyarakat;

c.
Tujuan: Mampu menyampaikan informasi hukum yang kompleks secara lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaaan gambar animasi dan video pendek membuat materi hukum menjadi lebih menarik dan tidak membosankan.

d.
Hasil:https://drive.google.com/drive/folders/1BOA_TzeDtHjFI0SzEFcl8G-wQms2bcnz?usp=sharing. 
Pembahasan 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Hukum Yang Ada Di Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat, kita perlu memahami secara mendalam faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan hukum di Indonesia:

1. Lemahnya Integritas Penegakan Hukum

Menurut Noorjanah salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integritas di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum Pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum materil. Solusi hal ini pula lah yang menyebabkan banyaknya permunculan kasus misalnya saja korupsi di Indonesia.

2. Tidak Ada Pengawasan yang Efektif

Hal lainnya yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah adalah karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan, pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi Negara Independen.

3. Mentalitas Praktisi Hukum yang Lemah

Masalah lainnya adalah lemahnya praktisi hukum yang menjalankannya, seperti jaksa, hakim, pengacara, bahkan polisi. Jika praktisi hukum yang ada masih beragam-ragam di Indonesia memiliki mentalitas yang lemah maka tentu saja akan menyulitkan proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga harapan untuk hukum yang adil bagi rakyat hanyalah sebatas impian semata.

4. Struktur Hukum yang Overlapping Kewenangan

Hal lainnya yang dapat menyebabkan permasalahan hukum adalah struktur hukum di Indonesia yang terkadang Overlapping terhadap kewenangan yang ada. Di Indonesia terdapat banyak lembaga negara yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih satu sama lain. Kondisi ini bisa menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini tentu saja akan membuat asas diferensial fungsional terabaikan yang akhirnya akan memicu konflik.

5. Sarana dan Prasarana Hukum yang Kurang Memadai

Di Indonesia sendiri, sarana dan prasarana Hukum sangat kurang. Mulai dari batas wilayah laut Indonesia dari bangunan hingga pelaku-pelaku hukum memiliki sumber daya yang terbatas. Sehingga hal ini lah yang membuat jalannya hukum di Indonesia masih begitu mengalami banyak masalah.

6. Independensi Hakim Masih Bermasalah

Proses hukum akan berjalan baik jika hakim memiliki kekuasaan yang merdeka tanpa harus dipengaruhi dari tekanan berbagai pihak. Namun masih banyak ditemukan kasus di Indonesia jika independesin hakim masih sangat bermasalah. Masih banyak hakim-hakim Indonesia yang rentan terhadap suap dari beberapa pihak.
7. Proses Peradilan yang Masih Bermasalah

Masih banyak ditemukan proses peradilan di Indonesia yang selalu bermasalah, hal ini bisa saja disebabkan karena tak adanya jaminan ataupun pengaturan yang melarang kegiatan suap menyuap. Masih banyak pula diskriminasi hukum yang beradasarkan status ekonomi dan sosial seseorang.
8. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Masih Kurang

Jika kondisi masyarakat Indonesia sudah banyak perkembangan wilayah Indonesia yang “melek” terhadap hukum, maka tentu saja potensi atas penyelewengan hukum bisa diminimalisir. Namun sayangnya masih banyak masyarakat indonesia yang belum terlalu sadar akan hukum, sehingga memicu perkembangan kecurangan serta penyelewengan yang semakin meningkat di dalam proses hukum.
9. Peraturan Perundang-Undangan Masih Belum Memihak Rakyat

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat inbi masih lebih banyak merefleksikan kepentingan politik dibandingkan dengan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia kepentingan rakyat Indonesia.

10. Kebijakan Seringkali Diputuskan oleh Pihak Terkait

Masih banyak persoalan-persoalan hukum di Indonesia yang diputuskan oleh pihak-pihak terkait yang sifatnya masih parisal, tidak komprehensif, ditambahi dan dikurangi sehingga membuat hasil hukum yang ada tidak bersifat adil.

11. Budaya Lama yang Terus Dilanjutkan

Faktor kebudayaan juga menjadi penyebab dari permasalahan hukum di Indonesia. Yang dimaksudkan disini adalah budaya-budaya buruk kegiatan ekspor impor yang terus saja dilakukan dan mengakar di masyarakat Indonesia. Sehingga hukum hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan beberapa pihak tertentu saja. Berikut ini solusi kasus-kasus yang memperlihatkan jika hukum Indonesia masih sangat bermasalah, seperti kasus Nenek Minah, Hukum di kasus ini menyatakan nenek Minah bersalah dan harus mengalami kurungan penjara selama satu bulan 15 hari hanya karena mengambil 3 buah kakao di PT Rumpun Sari Antan. Kedua, kasus susu formula yang berbakteri, bahkan kasus ini sampai menyangkut Menkes di tahun 2008. Namun belum ada kelanjutan dari kasus ini. Terakhir, kasus Mantri Desa Misran, di dalam kasus ini seorang mantri yang harus mengalami 3 bulan penjara hanya dikarenakan menolong orang saja. 
Dari berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan hukum di Indonesia secara umum di atas, maka dilihat dari hasil kegiatan sosialisasi hukum dapat diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan hukum yang ada di Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur yaitu sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasana Hukum yang Kurang Memadai

Akses informasi yang sulit, masyarakat desa kesulitan mendapatkan akses informasi hukum yang mudah dimengerti. Ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan warga desa. Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur memiliki perpustakaan tetapi kurangnya buku-buku mengenai hukum untuk menjadi literasi masyarakat dalam meningkatakan kesadaran hukum sejak dini.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Jika kondisi masyarakat Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur sudah banyak perkembangan wilayah Indonesia yang “melek” terhadap hukum, maka tentu saja potensi atas penyelewengan hukum bisa diminimalisir. Namun sayangnya masih banyak masyarakat desa yang belum terlalu sadar akan hukum, sehingga memicu perkembangan kecurangan serta penyelewengan yang semakin meningkat di dalam proses hukum.
3. Kegiatan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum yang Jarang Dilakukan

Kurangnya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum di desa merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran hukum di kalangan masyarakat desa. Minimnya pengetahuan hukum membuat masyarakat kesulitan untuk membedakan antara Tindakan yang legal dan illegal. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang mekanisme penyelesaian secara hukum juga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara sendiri, yang seringkali berujung pada konflik dan pelanggaran hukum. 

4. Jarak Geografis yang Jauh antara Desa dengan Lembaga Penegak Hukum

Jarak yang jauh antara desa dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian masalah hukum di desa. Jarak yang jauh ini tidak hanya menyulitkan masyarakat untuk melaporkan kasus hukum, tetapi juga menghambat proses penyidikan dan persidangan. Akibatnya, banyak kasus hukum di desa yang tidak terselesaikan secara cepat dan adil. Selain itu, biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kantor polisi atau pengadilan juga menjadi beban tambahan bagi masyarakat desa. 

Bentuk Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur

Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan suatu proses untuk menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya kaidah-kaidah hukum sehingga akan tercipta insan yang sanggup dengan sepenuh hati (to obey) atau setidak-tidaknya dapat menyesuaikan perilakunya (to conform) dengan ketentuan-ketentuan kaidah yang berlaku. Masyarakat Indonesia memerlukan diadakannya sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran individu atau kelompok mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa kesadaran ini, masyarakat akan sulit untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kedamaian. Sebagaimana kita ketahui, banyak pelanggaran hukum yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum. Oleh karena itu, sosialisasi hukum menjadi langkah awal yang sangat strategis untuk mengatasi masalah ini.

a) Pendidikan Hukum Sejak Dini

Sosialisasi hukum harus dimulai sejak usia dini. Anak-anak perlu diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum dikarenakan adanya asas fiksi hukum (Legal fiction principle) adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak hukum tersebut diundangkan. Asas ini sering disebut dengan istilah presumption iuris,  yang berarti sebuah anggapan hukum yang tidak diantah (irrebuttable presumption). Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan anggapan ini, hukum menjadi lebih efektif karena tidak ada alasan bagi seseorang untuk menghinadari tangung jawab hukum dengan berdalih tidak mengetahui aturan tersebut. Dengan demikian, mereka akan tumbuh menjadi individu yang menghargai hukum dan memahami pentingnya mematuhi peraturan.

b) Kegiatan Sosialisasi di Masyarakat

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengadakan kegiatan sosialisasi seperti seminar, lokakarya, atau diskusi publik mengenai hukum. Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek hukum kepada masyarakat.

Pembuatan Buku Modul

Buku modul bukan sekedar kumpulan informasi tetapi menjadi alat pendidikan yang dirancang untuk memudahkan pemahaman. Dengan menyusun buku modul tentang kesadaran hukum sejak dini, kita memberikan akses kepada warga desa untuk meningkatkan pemahaman akan hukum yang merupakan kunci untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Manfaat pembuatan buku di perpustakaan desa:

a) Aksesibilitas Informasi Hukum

Buku modul yang ditempatkan di perpustakaan desa akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi hukum. Dengan adanya sumber daya ini, warga tidak perlu lagi merasa bingung atau terasing dari proses hukum yang seharusnya mereka pahami.

b) Pendidikan Berkelanjutan

Buku modul dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam program pendidikan non-formal di desa. Melalui pelatihan dan sosialisasi, masyarakat dapat belajar tentang hak dan kewajiban mereka, serta cara-cara menyelesaikan sengketa secara damai.

c) Mendorong Partisipasi Masyarakat

Dengan meningkatnya pemahaman tentang hukum, masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

d) Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini

Buku modul juga bisa diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja, sehingga mereka sejak dini sudah memiliki pengetahuan tentang hukum. Hal ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sadar hukum.

Pembuatan Video Edukasi

 Video edukasi adalah media yang menarik dan mudah dipahami. Dengan menggunakan audiovisual, kita dapat menjelaskan konsep hukum yang kompleks dengan cara yang sederhana dan menarik. Ini sangat penting, karena banyak masyarakat yang masih merasa asing atau tidak nyaman ketika berhadapan dengan istilah hukum yang rumit. Melalui video, kita dapat menjembatani kesenjangan pemahaman ini.Manfaat video edukasi dalam meningkatkan kesadaran hukum: 

a) Aksesibilitas Informasi

Video edukasi dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dengan memanfaatkan platform media sosial, yang mana kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas, tidak terkecuali masyarakat di daerah terpencil. 

b) Penyampaian Informasi yang Menarik

Dengan elemen visual dan audio, informasi disampaikan dengan cara yang lebih menarik. Animasi, grafik, dan contoh kasus nyata dapat membantu masyarakat memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari mereka.

c) Mendorong Diskusi dan Interaksi

Video edukasi dapat menjadi pemicu diskusi di komunitas. Setelah menonton video, masyarakat dapat berdiskusi tentang isu-isu hukum yang relevan dalam konteks lokal mereka, sehingga membangun kesadaran kolektif.

d) Pendidikan Berkelanjutan 

Video dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam program pendidikan non-formal. Dengan konten yang terstruktur dan informatif, masyarakat dapat belajar secara mandiri tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
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Gambar 3 Melakukan Pertemuan Awal Dengan Kepala Desa Serta Berdiskusi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Di SMA Negeri 1 Karusen Janang Dan Di Desa Simpang Naneng.
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Gambar 4 Melakukan Sosialisasi Di SMA Negeri 1 Karusen Janang Mengenai Pencegahan Perkawinan Usia Anak
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Gambar 5 Pemaparan materi pencegahan perkawinan usia anak di SMA Negeri 1 Karusen Janang
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Gambar 6 Sesi Tanya Jawab Dan Pemberian Bingkisan Kepada Siswa Yang Aktif Menjawab.
SIMPULAN 

1. Permasalahan hukum yang ada di Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu keterbatasan sarana dan prasarana hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, jarangnya sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum, serta letak geografis desa dengan pusat penegak hukum yang jauh. Kondisi ini menyebabkan masyarakat desa sulit mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, serta minimnya penyuluhan hukum ditingkat desa mengakibatkan masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban mereka sehingga memicu berbagai pelanggaran hukum dan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti Pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum serta memperkuat penegakan hukum ditingkat desa. 

2. Bentuk kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, Barito Timur yaitu sosialisasi, pembuatan buku modul, pembuatan video edukasi. Kegiatan sosialisasi ini diadakan selama dua hari pada tanggal 19-20 Desember 2024. Kegiatan ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat Desa Simpang Naneng dan Pelajar SMA Negeri 1 Karusen Janang dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Berkat kegaiatan sosialisasi ini Bapak Kepala Desa Simpang Naneng langsung terinspirasi dan mengambil inisiatif positif dengan mengumumkan program pembuatan sertifikat tanah bagi seluruh warga yang belum memiliki sertifikat tanah secara gratis. Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisas, satu bulan kemudian mahasiswa melakukan wawancara kepada bapak Kepala Desa dan beberapa masyarakat desa, bahwa permasalahan hukum yang terjadi di Desa Simpang Naneg sudah menurun. Masyarakat Desa Simpang Naneng sangat berterima kasih kepada mahasiswa yang telah melaksanakan Bina Desa Sadar Hukum Sejak Dini di Desa Simpang Naneng.
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